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BADAN KEPEGAAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang

Mengingat

SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

a.

bahwa untuk memperoleh data Pegawai Negeri Sipil yang
akurat, terpercaya, dan terintegrasi yang mendukung
pengelolaan dan pengembangan sistem informasi
kepegawaian Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan
pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil dengan
memanfaatkan teknologi informasi;

. bahwa pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui Sistem
Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-
PUPNS) yang dibangun Badan Kepegawaian Negara;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang
Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri
Sipil Secara Elektronik Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-
Government;

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20

Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian,;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 998);



Menetapkan

= =

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN
2015.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri
Sipil Secara Elektronik Tahun 2015 adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2015

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Haryo

—

mo Dwi Putranto



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG

PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN
PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL
SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015

I. PENDAHULUAN

A. Umum

1. Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina dan penyelenggara

Manajemen Aparatur Sipil Negara, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 48
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
memiliki fungsi dan tugas antara lain untuk menyimpan informasi
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah dimutakhirkan oleh Instansi
Pemerintah, serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan
pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

. Untuk mendukung penyelenggaraan manajemen, penyimpanan,

pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil
Negara berbasis kompetensi maka diperlukan database Aparatur Sipil
Negara nasional yang akurat.

. Dalam rangka penerapan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara

berbasis Teknologi Informasi yang mudah diaplikasikan, mudah
diakses dan memiliki sistem keamanan yang terpercaya, efisien, efektif
dan akurat, maka Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil perlu
dilakukan secara online dan terintegrasi antara instansi pemerintah.

. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai

Negeri Sipil secara elektronik pada tahun 2015 agar dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu diatur mengenai
tata cara pendaftaran dalam Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil
dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. Tujuan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini bertujuan sebagai
pedoman bagi pejabat yang bertanggung jawab di bidang informasi
kepegawaian untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan
terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem
informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang mendukung pengelolaan
manajemen Aparatur Sipil Negara sebagai sumber daya aparatur negara.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini meliputi:

1.

LIl

Prosedur Pendaftaran Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil;
Prosedur Pengisian Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil;
Prosedur Verifikasi Data;

Prosedur Administrator Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil; dan
Prosedur Bantuan Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil.






